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Abstract

General Background: Legal certainty in land transactions depends on authentic deeds and
accountable public officers capable of protecting rights within the rule of law. Specific Background:
Indonesian land administration remains vulnerable because formal-procedural reasoning dominates
notarial practice, regulations governing Notaries and Land Deed Officials are fragmented, and
supervision is divided between separate institutions. Knowledge Gap: Earlier studies largely
addressed administrative harmonization or general theoretical solutions without developing a
philosophical construction connecting legal certainty, social justice, and the constitutional social
function of land. Aims: This study critiques the philosophical-juridical construction of Notary and
Land Deed Official authority and formulates responsibilities supporting just land relations. It applies
normative legal research through statutory and conceptual approaches, qualitative analysis, and
deductive reasoning. Results: The prevailing positivist construction prioritizes documentary
compliance while neglecting substantive justice, unequal bargaining positions, vulnerable groups, and
the social function of land. Regulatory dualism and fragmented oversight also create ambiguity and
accountability gaps. The proposed reformulation adopts a substantive-transformative paradigm
through regulatory harmonization, stronger social-agrarian responsibility, integrated proactive
supervision, and professional ethics oriented toward justice. Novelty: The study conceptualizes
Notaries and Land Deed Officials as guardians of legal values and substantive justice rather than
solely producers of formally valid deeds. Implications: Institutional reform should integrate
oversight, clarify responsibility, strengthen preventive verification, and require officers to ensure
informed and voluntary transactions while refusing deeds that materially disadvantage weaker parties
or conflict with the social function of land.

Highlights:

+ Formal-procedural authority neglects social justice and the social function of land.

+ Fragmented rules and divided supervision create accountability gaps during property
transactions.

+ PPAT duties require harmonized regulation, preventive oversight, and stronger responsibility
toward vulnerable parties.
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Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama
penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak warga negara [1]. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Rumusan ini
mengandung makna bahwa setiap tindakan pejabat dan warga negara harus tunduk pada hukum, termasuk dalam
pengelolaan dan penguasaan tanah. Hak atas tanah tidak hanya dipandang sebagai hak keperdataan, tetapi juga bagian dari
jaminan konstitusional yang harus dilindungi secara pasti, dapat diprediksi, dan dapat dieksekusi melalui mekanisme hukum
yang absah dan konsisten [2]. Oleh karena itu, kepastian hukum di bidang pertanahan menjadi prasyarat bagi terwujudnya
legitimasi negara hukum di Indonesia.

Dimensi strategis tanah dalam sistem hukum Indonesia tampak jelas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan
bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.” Norma ini menegaskan bahwa pengaturan pertanahan bukan sekadar urusan privat,
melainkan instrumen konstitusional untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum [3]. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan utama hukum agraria nasional sebagai
manifestasi yuridis dari amanat konstitusional tersebut. Pasal 2 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa atas dasar Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah hak
menguasai negara. Ketentuan ini memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, dan pemeliharaannya [4]. Dengan demikian, struktur normatif agraria Indonesia diarahkan pada unifikasi
hukum pertanahan yang berakar pada hukum adat, namun tetap berada dalam kerangka penguasaan negara untuk
kemakmuran rakyat [5].

Perkembangan ekonomi pasca-reformasi telah mendorong peningkatan transaksi pertanahan dalam sektor perumahan,
investasi, perkebunan, dan infrastruktur [6]. Kondisi ini membuat kebutuhan akan kepastian hukum pertanahan semakin
mendesak karena transaksi tanah menyangkut kepentingan masyarakat luas. Akan tetapi, sistem regulasi pertanahan justru
menunjukkan fragmentasi yang kompleks dimana UUPA harus berhadapan dengan berbagai undang-undang sektoral.
Tumpang tindih regulasi menyebabkan munculnya konflik norma, baik secara horizontal maupun vertikal, terutama dalam
konteks kehutanan, pertambangan, dan pengadaan tanah [7]. Fragmentasi tersebut berimplikasi pada lemahnya jaminan
perlindungan hak masyarakat, terutama masyarakat adat dan petani kecil. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepastian
hukum pertanahan masih menghadapi hambatan serius pada level desain regulasi.

Transformasi kelembagaan pertanahan turut memperlihatkan gejala instabilitas institusional yang berpengaruh pada
kepastian hukum. Perubahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN disertai
pembentukan Bank Tanah melalui Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa negara terus mencari format
kelembagaan pengelola tanah yang dianggap efektif. Namun perubahan yang relatif cepat dan berulang ini berpotensi
menimbulkan ketidakjelasan pembagian kewenangan, prosedur, dan standar pelayanan publik [8]. Dalam praktik,
masyarakat kerap berhadapan dengan tata kelola pertanahan yang rumit, berjenjang, dan tidak seragam, sehingga
memperpanjang proses pemenuhan hak dan penyelesaian sengketa [9]. Situasi ini mengindikasikan belum adanya arsitektur
kelembagaan agraria yang kokoh, konsisten, dan sinkron dengan prinsip negara hukum yang menuntut kepastian dan
keteraturan.

Secara empiris, tren konflik agraria menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dan menjadi indikator kuat lemahnya
kepastian hukum di bidang pertanahan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat peningkatan letusan konflik
dari 295 kasus pada 2024 menjadi 341 konflik yang tersebar di 428 desa dan berdampak pada 123.612 keluarga di tahun
2025 [10]. Konflik tersebut banyak terjadi pada sektor perkebunan, kehutanan, dan proyek-proyek infrastruktur strategis,
termasuk yang melibatkan wilayah adat dan tanah ulayat [11]. Salah satunya adalah konflik antara masyarakat adat Desa
Kualan Hilir di Ketapang, Kalimantan Barat dan perusahaan kayu PT Mayawana Persada, melibatkan penggusuran lahan
masyarakat dan belum tuntasnya kompensasi maupun penyelesaian sengketa [12]. Pola konflik yang berulang ini
memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam tata kelola tanah, termasuk dalam aspek pembuktian hak dan validitas
dokumen pertanahan.

Di tengah kompleksitas tersebut, Notaris dan khususnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peran sentral
sebagai pejabat umum yang berwenang menyusun akta autentik terkait peralihan, pembebanan, dan penetapan hak atas
tanah [13]. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik
dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan undang-undang. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU ini mewajibkan
Notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak-pihak dalam perbuatan
hukum. Dalam konteks agraria, akta yang dibuat Notaris/PPAT menjadi instrumen pembuktian utama mengenai kebenaran
formal peristiwa hukum pertanahan dan diandalkan sebagai jaminan kepastian hukum bagi para pihak [14]. Oleh karena itu,
setiap kelemahan prosedural, ketidaktepatan identifikasi objek, atau pelanggaran kewajiban etik Notaris/PPAT berpotensi
langsung menggoyahkan kepastian hukum hak atas tanah.

Namun, pengaturan kelembagaan Notaris/PPAT masih menyimpan berbagai ketegangan antara norma dan praktik yang
berimplikasi pada kualitas kepastian hukum di bidang pertanahan. Jabatan Notaris diatur oleh UU 2/2014, sementara PPAT
diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 jo. PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga menimbulkan dualisme pengaturan mengenai kewenangan, tanggung jawab, dan
mekanisme pengawasan. Secara empiris, praktik di lapangan menunjukkan adanya anomali seperti pembuatan akta di
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bawah tekanan pihak tertentu, ketidaktepatan identifikasi objek tanah, serta pelanggaran prosedur yang berujung pada
pembatalan akta atau sengketa perdata dan pidana [15]. Pengawasan Notaris dilakukan melalui Majelis Pengawas di bawah
Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan pengawasan PPAT berada di bawah Kementerian ATR/BPN [16], sehingga
membuka kemungkinan fragmentasi dan tumpang tindih kewenangan pengawasannya. Fragmentasi ini berpotensi menjadi
celah untuk menghindari pertanggungjawaban, yang pada akhirnya melemahkan fungsi akta autentik sebagai pilar
kepastian hukum pertanahan.

Persoalan kepastian hukum pertanahan tidak dapat dilepaskan dari nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan Gustav
Radbruch. Radbruch menegaskan bahwa hukum harus menyeimbangkan tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum
(rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zweckmaBigkeit) [17]. Kepastian hukum tanpa keadilan akan
melahirkan legalitas yang kering dan berpotensi menindas kelompok rentan. Sebaliknya, keadilan tanpa kepastian akan
menimbulkan ketidakpastian dan membuka peluang konflik berkepanjangan. Dalam konteks peran Notaris/PPAT,
pendekatan positivistik yang menitikberatkan pada formalitas akta sering kali mengabaikan dimensi substantif, seperti
ketimpangan penguasaan tanah dan perlindungan masyarakat adat [18]. Akibatnya, akta autentik dapat menjadi instrumen
legitimasi formal bagi perampasan tanah yang terjadi secara struktural [19]. Oleh karena itu, diperlukan elaborasi filosofis
untuk menempatkan Notaris/PPAT tidak hanya sebagai pembuat dokumen legal, tetapi juga sebagai penjaga etika kepastian
hukum dalam sistem agraria.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merekonstruksi peran dan tanggung jawab Notaris/PPAT dalam sistem
hukum agraria nasional berdasarkan landasan filosofis yang lebih kokoh dan konsisten dengan amanat konstitusi. Dinamika
regulasi pertanahan yang terus berubah, termasuk setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan
pelaksananya, menuntut evaluasi kritis agar reformasi normatif tidak semakin menjauh dari cita-cita kepastian hukum dan
keadilan sosial di bidang pertanahan. Peningkatan konflik agraria secara kuantitatif dan meluasnya dampak sosialnya
menunjukkan bahwa problem kepastian hukum pertanahan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan terkait langsung
dengan distribusi sumber daya dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bermaksud mengisi
kesenjangan teoritis mengenai konstruksi filosofis jabatan Notaris/PPAT dalam negara hukum agraria, sehingga dapat
menjadi dasar bagi perancangan kebijakan kelembagaan, pengawasan, dan standar etik yang lebih sistemik. Dengan
demikian, hasil penelitian diharapkan berkontribusi pada penguatan legitimasi negara hukum di bidang pertanahan melalui
penataan ulang peran Notaris/PPAT sebagai penjaga kepastian hukum yang berorientasi keadilan.

Dedy Alexander Lado dan Indrati Rini dalam Journal of Law, Politic and Humanities menyoroti irisan kewenangan Notaris
dan PPAT dalam transaksi pertanahan serta menawarkan solusi normatif untuk memperkuat kepastian hukum, termasuk
melalui penegasan batas kewenangan dan harmonisasi regulasi jabatan. Studi tersebut juga menegaskan bahwa tumpang
tindih kewenangan dan lemahnya sinkronisasi pengawasan berkontribusi terhadap meningkatnya sengketa tanah, sehingga
kepastian hukum tidak tercapai secara optimal [20]. Sementara itu, Min Bingyuan dan Cao Zhaoxun dalam Journal of
Advanced Research in Social and Behavioural Sciences mengembangkan pendekatan teori kepentingan (interest
jurisprudence) untuk memperkuat sistem kenotariatan, dengan menekankan perlunya definisi kepentingan yang lebih
presisi, standar pengukuran objektif, dan konektivitas sistem hukum agar notaris dapat lebih efektif menjadi penyeimbang
konflik kepentingan [21]. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena cenderung
fokus pada solusi normatif-administratif atau pendekatan teoretik umum, tanpa membangun kritik filosofis yang mendalam
terhadap posisi Notaris/PPAT dalam struktur negara hukum agraria Indonesia. Selain itu, belum terdapat elaborasi yang
kuat mengenai bagaimana nilai kepastian hukum harus dipertemukan dengan keadilan sosial pertanahan sebagai mandat
konstitusional. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut dengan mengembangkan konstruksi
filosofis-yuridis yang lebih komprehensif, sehingga peran Notaris/PPAT tidak hanya dipahami sebagai pelaksana formalitas
akta, tetapi sebagai instrumen etik-struktural untuk memastikan kepastian hukum pertanahan yang berkeadilan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membangun kritik filosofis secara sistematis terhadap konstruksi peran dan
tanggung jawab Notaris/PPAT dalam sistem hukum agraria nasional, khususnya dalam relasi antara kepastian hukum formal
dan keadilan substantif pertanahan. Penelitian ini tidak hanya menawarkan solusi harmonisasi norma, tetapi juga
merumuskan reformulasi peran Notaris/PPAT sebagai penjaga nilai (guardian of legal values) dalam negara hukum agraria
yang menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan kemanfaatan. Adapun tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis bagaimana konstruksi filosofis sebagai kritik terhadap peran dan tanggung jawab Notaris/PPAT
dalam sistem hukum agraria nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuna untuk merumuskan bagaimana reformulasi
peran dan tanggung jawab filosofis-yuridis Notaris/PPAT guna memperkuat kepastian hukum pertanahan yang berkeadilan.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi ilmiah berupa model konseptual yang
mengintegrasikan dimensi filosofi hukum dengan desain pertanggungjawaban jabatan Notaris/PPAT dalam praktik
pertanahan Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis pengaturan serta konstruksi filosofis-
yuridis mengenai peran dan tanggung jawab Notaris/PPAT dalam sistem hukum agraria nasional untuk menjamin kepastian
hukum pertanahan yang berkeadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah keterkaitan norma dalam UUPA,
peraturan pendaftaran tanah, serta regulasi jabatan Notaris/PPAT, sekaligus mengkaji konsep negara hukum, kepastian
hukum, dan teori nilai dasar hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Jabatan PPAT. Bahan
hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin yang membahas
kepastian hukum pertanahan, dualisme kewenangan Notaris/PPAT dan teori kepastian hukum. Bahan hukum tersier meliputi
kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lain yang relevan untuk memperjelas istilah dan konsep
penelitian. Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan
sistematisasi bahan hukum sesuai fokus permasalahan penelitian. Adapun teknik analisis bahan hukum menggunakan
analisis kualitatif dengan pola penalaran deduktif, melalui interpretasi hukum dan argumentasi konseptual untuk menarik
kesimpulan mengenai kritik filosofis serta reformulasi peran Notaris/PPAT dalam memperkuat kepastian hukum pertanahan
yang berkeadilan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konstruksi Filosofis Peran Dan Tanggung Jawab Notaris/Ppat Dalam Sistem Hukum
Agraria Nasional

Kerangka filosofis tiga nilai dasar hukum yang dirumuskan Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit),
keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zweckmaBigkeit)[22] sebagai tujuan yang harus diupayakan secara seimbang
dalam setiap sistem hukum. Radbruch menegaskan bahwa keadilan merupakan nilai utama, namun tidak boleh menghapus
kebutuhan akan kepastian dan kemanfaatan [23]. Dalam konteks hukum agraria nasional, ketiga nilai tersebut menjadi
dasar dalam merancang peran dan tanggung jawab Notaris/PPAT agar tidak hanya menekankan aspek formal akta, tetapi
juga dampak sosialnya. Ketika Notaris/PPAT hanya berfokus pada keabsahan prosedural, fungsi keadilan dan kemanfaatan
hukum agraria bagi kelompok rentan menjadi terpinggirkan. Situasi ini melahirkan paradoks bahwa lembaga yang
dirancang untuk menjamin kepastian hukum justru dapat menjadi bagian dari mekanisme reproduksi ketidakadilan atas
tanah.

Dalam praktik regulasi dan pembinaan jabatan, konstruksi hukum positif yang mengatur Notaris/PPAT cenderung memaknai
kepastian hukum secara sempit sebagai kepastian formal-prosedural. Kepastian diukur dari terpenuhinya tata cara dan
syarat formil pembuatan akta sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta peraturan
mengenai PPAT, tanpa menilai apakah transaksi yang difasilitasi selaras dengan keadilan agraria [24]. Pendekatan ini
tampak ketika Notaris/PPAT menganggap tugasnya selesai setelah para pihak menandatangani akta dan dokumen
administratif dinyatakan lengkap, meski terdapat indikasi ketimpangan informasi atau tekanan terhadap pihak yang lemah
[14]. Dalam kerangka Radbruch, orientasi seperti ini menggiring hukum pada “kepastian yang tidak adil”, yang secara
filosofis tidak dapat dipertahankan sebagai hukum yang sah. Dengan demikian, interpretasi atas kepastian hukum
pertanahan perlu digeser menuju kepastian yang sekaligus menjamin keadilan substantif dan kemanfaatan sosial bagi
pemilik dan penggarap tanah.

Dominasi paradigma positivisme hukum dalam pengaturan jabatan Notaris/PPAT menjadi salah faktor utama reduksi
kepastian hukum. Positivisme memandang hukum sah sejauh dibentuk oleh otoritas yang berwenang melalui prosedur yang
ditentukan, tanpa menjadikan keadilan sebagai ukuran sahnya suatu aturan [25]. Dalam konteks ini, selama Notaris/PPAT
mengikuti tata cara formil pembuatan akta sebagaimana diatur UUJN dan Peraturan Pemerintah tentang PPAT maka
kewajiban dianggap terpenuhi, terlepas dari apakah transaksi tersebut mengakibatkan pemindahan tanah rakyat untuk
kepentingan yang merugikan mereka. Pola pikir legalistik-prosedural seperti ini tampak dalam banyak kasus sengketa
tanah, di mana akta autentik yang dibuat secara “benar” formil tetap menjadi dasar penggusuran atau perampasan hak
masyarakat. Akibatnya, kepastian hukum yang lahir dari akta autentik menjadi kepastian bagi pemegang hak yang kuat,
bukan kepastian bagi keadilan agraria. Paradigma ini secara filosofis memutus hubungan antara hukum dan nilai moral
keadilan yang menjadi orientasi utama dalam pemikiran Radbruch.

Konsep inner morality of law yang dikemukakan Lon L. Fuller menawarkan kritik penting terhadap positivisme semacam itu.
Fuller menyatakan bahwa hukum yang sah harus memenuhi delapan tuntutan moral internal, antara lain harus bersifat
umum, diumumkan, tidak berlaku surut secara sewenang-wenang, jelas, tidak kontradiktif, relatif stabil, dan dapat
dilaksanakan [26]. Ketika Notaris/PPAT bekerja dalam kerangka peraturan yang fragmentaris, kepastian hukum yang
dihasilkan akta menjadi semu karena mudah dipertanyakan dan digugat. Hal ini menyebabkan warga, khususnya petani dan
masyarakat adat, tidak dapat merencanakan masa depan penguasaan tanahnya secara pasti. Dalam pandangan Fuller,
kondisi seperti ini melemahkan legitimasi hukum agraria dan menggerus kepercayaan publik terhadap peran Notaris/PPAT
sebagai penjaga keteraturan hukum.

Fuller juga menekankan bahwa moralitas internal hukum menuntut koherensi antara norma dan praktik pelaksanaannya
[27]. Praktik pertanahan menunjukkan bahwa akta Notaris/PPAT sering dibaca secara letterlijk tanpa mempertimbangkan
konteks sosial, relasi kuasa, dan kerentanan pihak yang terlibat [28]. Penafsiran yang kaku terhadap akta mengabaikan
fakta bahwa dalam banyak transaksi pertanahan yang meletakkan salah satu pihak berada dalam posisi negosiasi yang
sangat lemah dan kurang memahami konsekuensi hukum [29]. Fuller menegaskan bahwa hukum harus diorganisasikan
sedemikian rupa sehingga memungkinkan warga memahami dan mengikuti aturan secara rasional [30]. Pengabaian atas
dimensi ini mengakibatkan kepastian hukum yang dihasilkan akta autentik menjadi kepastian yang kosong dari keadilan.
Dari sudut pandang hermeneutika hukum, praktik tersebut menunjukkan bahwa teks akta dipisahkan dari horizon sosial
para pihak, sehingga menutup kemungkinan penafsiran yang lebih adil.

Secara ontologis, jabatan Notaris menyimpan ketegangan struktural antara status sebagai pejabat publik dan posisinya
sebagai pelaku pasar jasa hukum. UUJN mengakui Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).
10/16



https://portal.issn.org/resource/ISSN/2714-7444
https://doi.org/10.21070/acopen
https://umsida.ac.id/

Academia Open

Vol. 11 No. 1 (2026): June
DOI: 10.21070/acopen.11.2026.14406

untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain yang ditentukan undang-undang [31], sehingga Notaris seharusnya
menjalankan fungsi publik dengan standar kepentingan umum dan integritas tinggi. Namun dalam praktik, keberlangsungan
kantor Notaris bergantung pada jumlah klien, reputasi komersial, dan daya saing honorarium di pasar jasa hukum [32].
Ketergantungan pada logika pasar ini mendorong orientasi pada kepuasan klien dan volume transaksi yang dapat berpotensi
menggeser prioritas dari perlindungan kepentingan hukum pihak yang lemah ke kepentingan pihak yang lebih kuat secara
ekonomi. Ketegangan ontologis ini menempatkan Notaris/PPAT dalam dilema antara fungsi publik yang menghendaki
independensi dan kehati-hatian, serta fungsi privat-profesional yang menghendaki responsivitas terhadap permintaan klien.
Tanpa landasan filosofis yang tegas, dilema ini sering diselesaikan dengan cara mengutamakan dimensi pasar dibandingkan
dimensi publik.

Dalam perspektif keadilan yang dikemukakan John Rawls, jabatan publik yang memegang peranan penting dalam distribusi
hak dan sumber daya harus dioperasikan berdasarkan prinsip prosedur yang adil [33]. Rawls menekankan pentingnya
“position of equality” dalam merancang aturan dasar, sehingga struktur institusional tidak secara sistematis
menguntungkan kelompok tertentu [34]. Jika konsep ini diterapkan pada Notaris/PPAT, maka prosedur pembuatan akta
pertanahan idealnya dirancang untuk mengoreksi ketimpangan posisi tawar antara pihak yang kuat dan lemah. Namun,
ketika Notaris/PPAT beroperasi dominan dalam logika pasar, akses ke Notaris yang berkompeten dan berintegritas
cenderung dinikmati oleh pihak yang memiliki modal ekonomi lebih besar. Situasi ini menciptakan ketidaksetaraan
struktural dalam akses terhadap kepastian hukum pertanahan, sehingga bertentangan dengan prinsip fairness Rawlsian
yang menghendaki bahwa sistem institusional dirancang untuk menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung.
Dengan demikian, ketegangan ontologis jabatan Notaris bukan sekadar problem teknis, tetapi menyentuh inti keadilan
distributif dalam negara hukum agraria

Dimensi pasar dalam jabatan Notaris juga terefleksi dalam pengaturan dan praktik honorarium. Secara normatif, besaran
jasa Notaris diatur oleh peraturan pemerintah untuk menjaga proporsionalitas dan mencegah komersialisasi berlebihan atas
fungsi publik [35]. Namun, praktik menunjukkan bahwa di lapangan sering terjadi negosiasi informal, diskon, atau paket
tarif yang bergantung pada nilai transaksi dan relasi dengan klien. Praktik semacam ini menegaskan bahwa garis batas
antara fungsi publik dan kepentingan privat dalam jabatan Notaris sangat cair. Dari kacamata etika jabatan publik, kondisi
ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mendorong Notaris untuk lebih mengutamakan klien tertentu. Hal ini
secara filosofis mengurangi posisi Notaris/PPAT sebagai penjaga kepastian hukum yang berdiri di atas semua pihak, dan
menggeser peran tersebut menjadi “jasa hukum privat” yang dapat dinegosiasikan, terutama oleh mereka yang memiliki
kemampuan finansial lebih tinggi.

Fragmentasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan rezim PPAT mencerminkan masalah dualisme normatif
yang serius. UUJN yang berada pada tingkat undang-undang mengatur kedudukan Notaris sebagai pejabat umum secara
umum, sementara kewenangan PPAT diatur terutama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 jo. PP Nomor 24
Tahun 2016, meskipun secara fungsional Notaris dan PPAT kerap dijalankan oleh orang yang sama. Dalam perspektif teori
hirarki norma Hans Kelsen (Stufenbau des Rechts), sistem hukum yang baik menuntut konsistensi dan keselarasan antar
norma di berbagai tingkat, sehingga tidak terjadi kontradiksi normatif yang berkelanjutan [36]. Ketika dua jabatan yang
secara empiris saling tumpang tindih diatur oleh rezim normatif yang berbeda kedudukan dan logikanya, timbul potensi
lacuna dan ambiguitas, terutama terkait batas kewenangan, standar kompetensi, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Ketidakjelasan ini muncul dalam praktik ketika terjadi sengketa keabsahan akta tanah: para pihak dan aparat penegak
hukum tidak selalu mempunyai rujukan yang tegas untuk menentukan rezim tanggung jawab yang berlaku. Dalam
perspektif Kelsen, fragmentasi seperti ini melemahkan keutuhan sistem dan mengurangi kemampuan hukum agraria untuk
memberikan kepastian yang terstruktur.

Dualisme normatif tersebut juga membuka celah pengelakan tanggung jawab. Dalam situasi sengketa, pihak yang
berkepentingan dapat memanfaatkan ketidakjelasan pengaturan untuk mengalihkan beban tanggung jawab antara kapasitas
Notaris dan kapasitas PPAT. Pelanggaran prosedur pembuatan akta peralihan hak dapat dinarasikan sebagai kesalahan
administratif PPAT yang tunduk pada pembinaan Kementerian ATR/BPN, bukan sebagai pelanggaran etis Notaris di bawah
UUJN [37]. Fragmentasi ini menyulitkan korban yang dirugikan untuk memperoleh pemulihan yang efektif karena jalur
pengawasan dan penjatuhan sanksi menjadi terpecah. Dari sudut pandang kepastian hukum, kondisi ini menimbulkan
ketidakpastian mengenai siapa yang secara prinsipil harus mempertanggungjawabkan akta bermasalah. Secara filosofis,
keadaan ini bertentangan dengan gagasan rule of law yang mensyaratkan struktur akuntabilitas yang jelas dan dapat
diprediksi. Akibatnya, akta autentik yang mestinya menjadi alat perlindungan hak atas tanah justru berpotensi menjadi
sumber sengketa berlayer yang rumit dan berkepanjangan.

Kelemahan sistem juga tampak dalam aspek pengawasan yang terfragmentasi antara lembaga pengawas Notaris dan
pengawas PPAT. Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris di bawah Kementerian Hukum, sedangkan PPAT diawasi
oleh ATR/BPN. Kondisi ini menciptakan celah akuntabilitas karena pelanggaran dalam transaksi tanah sering tidak dapat
ditangani secara terpadu. Dalam perspektif Joseph Raz, negara hukum mensyaratkan adanya mekanisme pengawasan yang
efektif terhadap pejabat publik agar kekuasaan tidak disalahgunakan [38]. Jika pengawasan lemah atau terfragmentasi,
maka negara hukum hanya menjadi simbol formal tanpa perlindungan nyata. Fragmentasi pengawasan juga menyebabkan
sanksi yang dijatuhkan sering tidak sebanding dengan dampak kerugian yang dialami masyarakat. Dalam sengketa
pertanahan, akta cacat hukum dapat menghilangkan hak kepemilikan seseorang, namun pelanggaran notaris hanya
berujung pada sanksi administratif ringan. Ketimpangan antara dampak kerugian dan pertanggungjawaban inilah yang
menunjukkan defisit akuntabilitas filosofis dalam sistem Notaris/PPAT.

Kritik filosofis menuntut reposisi peran Notaris/PPAT dari paradigma formal-prosedural menuju paradigma substantif-
transformatif. Reposisi ini sejalan dengan amanat konstitusional dan semangat UUPA yang menghendaki tanah
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dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam paradigma substantif, tanggung jawab Notaris/PPAT tidak hanya
memastikan dokumen lengkap, tetapi juga memastikan transaksi tidak terjadi dalam kondisi ketimpangan atau manipulasi.
Notaris/PPAT harus memiliki kewajiban moral untuk menolak pembuatan akta apabila secara substansial merugikan pihak
lemah atau bertentangan dengan fungsi sosial tanah. Pendekatan ini juga selaras dengan gagasan critical legal studies yang
memandang hukum tidak netral, melainkan sering menjadi alat legitimasi relasi kuasa. Dengan demikian, Notaris/PPAT
perlu direkonstruksi sebagai agen keadilan agraria yang menjaga kepastian hukum sekaligus memastikan keadilan sosial.
Transformasi ini hanya dapat terwujud melalui reformasi normatif, kelembagaan, dan perubahan paradigma profesional
secara simultan.

B. Reformulasi Peran Dan Tanggung Jawab Filosofis-Yuridis Notaris/Ppat Dalam
Memperkuat Kepastian Hukum Pertanahan

Reformulasi peran dan tanggung jawab Notaris/PPAT dalam sistem hukum agraria nasional menuntut pergeseran paradigma
dari kepastian hukum yang semata-mata formal menuju kepastian hukum yang substantif-transformatif. Kepastian hukum
formal selama ini sering diidentikkan dengan terpenuhinya syarat prosedural pembuatan akta, seperti kelengkapan data
para pihak dan objek, serta pemenuhan tata cara sebagaimana ditentukan UU. Dalam perspektif Ronald Dworkin, hukum
harus dipahami sebagai integrity, yakni praktik penafsiran yang menjadikan sistem hukum sebagai ekspresi prinsip moral
yang koheren [39]. Hal ini berarti bahwa akta autentik yang dibuat Notaris/PPAT tidak cukup hanya sah secara formil, tetapi
juga harus selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak atas tanah sebagaimana diamanatkan UUPA dan UUD
1945. Dengan demikian, Notaris/PPAT perlu diposisikan bukan sekadar sebagai teknisi hukum yang mengurus dokumen,
melainkan sebagai penjaga keadilan substantif dalam setiap transaksi pertanahan yang difasilitasinya.

Konsep kepastian hukum substantif-transformatif dalam bidang agraria mensyaratkan bahwa instrumen hukum, termasuk
akta autentik ikut mengarahkan perubahan sosial ke arah distribusi tanah yang lebih adil. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
menegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini menjadi dasar bagi UUPA yang tidak hanya menata hak formal
atas tanah, tetapi juga memuat gagasan keadilan distributif melalui pencegahan penguasaan tanah secara berlebihan dan
afirmasi terhadap fungsi sosial [40]. Dalam kerangka Dworkin, konsistensi prinsip law as integrity menuntut agar peran
Notaris/PPAT dalam pembuatan akta pertanahan dibaca selaras dengan tujuan kemakmuran rakyat dan keadilan agraria,
bukan sekadar pelaksanaan kehendak kontraktual para pihak. Dengan orientasi ini kepastian hukum tidak berhenti pada
“kepastian isi akta”, melainkan menjadi sarana untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam penguasaan
tanah.

Implikasi praktis dari pergeseran tersebut ialah perlunya redefinisi peran Notaris/PPAT sebagai guardian of substantive
justice dalam transaksi pertanahan. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menempatkan Notaris sebagai
pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan mewajibkannya bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak.
Secara filosofis, kewajiban ini dapat dibaca lebih luas sebagai mandat untuk melindungi pihak-pihak yang rentan dalam
transaksi, bukan hanya memenuhi prosedur formal. Dengan demikian, Notaris/PPAT idealnya melakukan pemeriksaan lebih
mendalam terhadap motif transaksi, keseimbangan prestasi, dan potensi dampak sosial, terutama ketika transaksi
melibatkan tanah yang menjadi sumber penghidupan utama pihak yang lemah. Jika prinsip ini diinternalisasi, maka akta
autentik akan menjadi instrumen kepastian hukum yang sekaligus meminimalkan potensi ketidakadilan agraria.

Pada tataran ontologis, reformulasi peran Notaris/PPAT menuntut rekonstruksi identitas jabatan yang lebih tegas dan
koheren. Selama ini, Notaris/PPAT berada di persimpangan antara pejabat publik dan pelaku pasar jasa hukum, sehingga
rentan mengalami tarik-menarik antara kepentingan publik dan kepentingan klien. Dalam perspektif filsafat publik John
Dewey, jabatan yang mengemban fungsi sosial harus dioperasikan dengan prinsip democratic accountability, yakni
pertanggungjawaban tidak hanya kepada klien individual tetapi kepada publik yang terdampak oleh keputusan tersebut
[41]. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa dalam konflik antara kepentingan komersial klien dan kepentingan keadilan
substantif, Notaris/PPAT wajib memprioritaskan kepentingan yang terakhir. Identitas sebagai pejabat publik yang mengelola
dokumen-dokumen strategis pertanahan menuntut standar etik dan orientasi nilai yang berbeda dari profesional privat biasa
[42]. Rekonstruksi identitas ini menjadi titik tolak penting untuk mengembalikan Notaris/PPAT sebagai pilar negara hukum
agraria.

Reformulasi ontologis juga menghendaki penegasan perbedaan, tetapi sekaligus relasi fungsional, antara kapasitas Notaris
dan PPAT. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan luas dalam pembuatan berbagai akta autentik, sedangkan
PPAT secara khusus berwenang membuat akta-akta yang berkaitan dengan peralihan dan pembebanan hak atas tanah
menurut PP 37 Tahun 1998 jo. PP 24 Tahun 2016 [43]. Dalam praktik, kedua kapasitas ini sering dirangkap oleh orang yang
sama, sehingga batas peran menjadi kabur. Reformulasi ontologis yang sehat menuntut pemetaan ulang fungsi dengan
penegasan bahwa dalam kapasitas PPAT, pejabat tersebut wajib mengedepankan keadilan agraria dan fungsi sosial tanah
lebih kuat lagi dibandingkan akta-akta keperdataan lainnya. Pemisahan standar kompetensi, kode etik, dan rezim
pertanggungjawaban antara Notaris dan PPAT dapat memperjelas orientasi masing-masing kapasitas tanpa menghilangkan
sinerginya dalam sistem hukum agraria.

Pada dimensi normatif, problem utama yang harus diatasi ialah fragmentasi regulasi jabatan Notaris/PPAT. UU Jabatan
Notaris berada pada tingkat undang-undang, sementara pengaturan PPAT masih didominasi peraturan pemerintah dan
peraturan menteri, sehingga secara hierarkis dan substansial menimbulkan dualisme. Dalam perspektif teori hierarki norma
Kelsen, sistem hukum yang baik mensyaratkan susunan norma yang konsisten dan bertingkat, di mana norma yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi [44]. Oleh karena itu, reformulasi normatif yang ideal

ISSN 2714-7444 (online), https://acopen.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).
12/16



https://portal.issn.org/resource/ISSN/2714-7444
https://doi.org/10.21070/acopen
https://umsida.ac.id/

Academia Open

Vol. 11 No. 1 (2026): June
DOI: 10.21070/acopen.11.2026.14406

adalah menyusun satu undang-undang terpadu yang mengatur Notaris dan PPAT, atau setidaknya dua undang-undang yang
saling merujuk, saling mengisi, dan dengan jelas mengatur relasi, batas kewenangan, serta mekanisme koordinasi di antara
keduanya. Langkah ini akan mengurangi lacuna normatif dan menutup peluang multitafsir yang selama ini melemahkan
kepastian hukum pertanahan.

Harmonisasi normatif juga harus mencakup unifikasi standar prosedur pembuatan akta pertanahan. Saat ini, sebagian
standar seperti pengecekan sertifikat, verifikasi identitas para pihak, dan pencocokan data fisik dan yuridis tanah sudah
dikenal, tetapi belum seluruhnya terkodifikasi secara sistematis dan mengikat dengan sanksi yang proporsional [45].
Berpedoman pada tujuan pendaftaran tanah menurut UUPA dan peraturan pelaksananya, sertifikat tanah seharusnya
memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak dengan data fisik dan yuridis yang benar dan mutakhir [46]. Jika
Notaris/PPAT diwajibkan mengikuti standar prosedur yang lebih komprehensif dengan melalukan pengecekan kesesuaian
rencana tata ruang, status kawasan, dan riwayat sengketa. Kodifikasi standar prosedur ini perlu diiringi mekanisme
pengawasan yang jelas, sehingga pelanggarannya dapat dikualifikasikan sebagai kecacatan substantif, bukan hanya
administratif.

Reformulasi normatif tidak dapat dilepaskan dari penguatan prinsip fungsi sosial tanah dalam kewenangan Notaris/PPAT.
Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang berarti bahwa penggunaan tanah
harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Prinsip ini selama
ini lebih banyak dioperasikan pada level kebijakan umum, tetapi kurang terinternalisasi dalam mekanisme pembuatan akta
di hadapan Notaris/PPAT. Reformulasi yang substantif perlu memasukkan kewajiban normatif bagi Notaris/PPAT untuk
menolak pembuatan akta yang secara nyata bertentangan dengan fungsi sosial, misalnya akta yang memfasilitasi spekulasi
tanah ekstrem di kawasan yang rentan konflik agraria. Dengan demikian, prinsip fungsi sosial tanah tidak hanya menjadi
slogan normatif, tetapi benar-benar menjadi parameter operasional dalam kerja kenotariatan dan PPAT. Hal ini akan
memperkuat peran Notaris/PPAT sebagai filter awal bagi transaksi yang berpotensi merusak tatanan agraria yang adil.

Pada dimensi pertanggungjawaban, sistem yang berlaku saat ini cenderung menekankan tanggung jawab prosedural yang
dibagi ke dalam ranah perdata, pidana, dan administratif. Pendekatan ini belum sepenuhnya mencerminkan dampak sosial
yang luas dari akta pertanahan yang cacat, terutama dalam konteks konflik agraria. Herbert Hart melalui konsep secondary
rules menekankan pentingnya aturan-aturan sekunder yang mengatur bagaimana aturan primer diterapkan, diubah, dan
ditegakkan, termasuk siapa yang berwenang memutus pelanggaran dan apa konsekuensinya [47]. Pada konteks
Notaris/PPAT, dibutuhkan aturan yang secara jelas membedakan cacat formal dan cacat substantif dalam akta pertanahan,
pihak yang berwenang memeriksa, serta jenis sanksi yang sesuai dengan derajat kerugian. Selain itu, perluasan duty of care
kepada pihak ketiga yang terdampak akan menegaskan tanggung jawab sosial-agraria Notaris/PPAT, bukan hanya tanggung
jawab kontraktual terhadap para pihak yang menghadap.

Dalam konteks pemulihan keadilan, prinsip restorative justice dapat dijadikan landasan filsafat bagi reformulasi tanggung
jawab Notaris/PPAT. Restorative justice memfokuskan pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan relasi sosial, bukan
semata-mata penghukuman pelaku [48]. Apabila akta Notaris/PPAT terbukti berkontribusi pada hilangnya hak atas tanah
kelompok rentan, maka mekanisme pertanggungjawaban seharusnya mengutamakan pemulihan hak tersebut. Pemulihan
hak dapat dilakukan melalui pembatalan akta, kompensasi, atau redistribusi hak dengan campur tangan negara [49]. Sanksi
bagi Notaris/PPAT yang lalai atau sengaja melanggar tidak boleh berhenti pada teguran administratif, tetapi harus dikaitkan
dengan kewajiban partisipasi dalam pemulihan kerugian korban. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban akan
selaras dengan gagasan kepastian hukum yang tidak hanya menjamin stabilitas formil, tetapi juga keadilan substantif di
lapangan.

Reformulasi kelembagaan juga merupakan kunci untuk memperkuat kepastian hukum pertanahan yang berkeadilan. Saat
ini, pengawasan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas di bawah Kementerian Hukum dan HAM, sementara PPAT diawasi
oleh Kementerian ATR/BPN, sehingga standar pengawasan cenderung terfragmentasi. Raz dalam rule of law mensyaratkan
lembaga pengawas yang independen, efektif, dan mampu bekerja tanpa intervensi politik yang berlebihan [50]. Model
pengawasan terpadu dan independen yang melibatkan unsur negara, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat
sipil (co-regulatory oversight) dapat menjamin standar yang lebih objektif dan transparan. Di samping itu, pemanfaatan
sistem informasi pertanahan dan basis data akta secara terintegrasi memungkinkan pengawasan yang proaktif melalui
deteksi dini pola-pola anomali [51], seperti konsentrasi peralihan hak pada kelompok tertentu di wilayah tertentu. Dengan
desain kelembagaan seperti ini, pengawasan dapat berpindah dari pola reaktif pasca-sengketa ke pola preventif yang sejalan
dengan prinsip kepastian hukum yang berorientasi pencegahan.

Reformulasi etis melalui internalisasi nilai keadilan agraria dalam etika profesi merupakan prasyarat agar reformasi
normatif dan kelembagaan tidak bersifat kosmetik. Etika profesi Notaris/PPAT selama ini banyak menekankan kewajiban
menjaga rahasia jabatan, tidak berpihak, dan menghindari konflik kepentingan secara sempit [35]. Dengan mengacu pada
etika Kantian, tindakan Notaris/PPAT dalam pembuatan akta pertanahan harus dapat dijadikan kaidah universal yang bila
diterapkan oleh semua Notaris/PPAT akan memperkuat keadilan dan kepastian hukum. Secara konkret, hal ini berarti
Notaris/PPAT memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa kehendak para pihak benar-benar bebas, para pihak
memahami konsekuensi perbuatan hukum, dan ketimpangan informasi atau tekanan ekonomi tidak memanipulasi
persetujuan. Dengan demikian, Notaris/PPAT dapat benar-benar menjadi pilar kepastian hukum pertanahan yang
berkeadilan, sebagaimana dituntut oleh cita-cita negara hukum agraria Indonesia.
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Simpulan

Konstruksi filosofis peran dan tanggung jawab Notaris/PPAT dalam sistem hukum agraria nasional menunjukkan adanya
ketidakseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana kerangka tiga nilai dasar hukum
Gustav Radbruch. Kepastian hukum pertanahan selama ini lebih dipahami sebagai kepastian formal-prosedural yang diukur
dari terpenuhinya syarat administratif pembuatan akta, sementara dimensi keadilan substantif dan kemanfaatan sosial
agraria sering terabaikan. Dominasi positivisme hukum mempersempit tanggung jawab Notaris/PPAT menjadi sebatas
kepatuhan prosedural, sehingga akta autentik berpotensi menjadi legitimasi formal atas transaksi yang merugikan kelompok
rentan. Kondisi tersebut diperparah oleh fragmentasi regulasi dan pengawasan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan
rezim PPAT yang menimbulkan multitafsir, lacuna normatif, serta peluang forum shopping. Oleh karena itu, reformulasi
peran Notaris/PPAT harus diarahkan pada paradigma kepastian hukum substantif-transformatif yang menempatkan
Notaris/PPAT sebagai agen keadilan agraria melalui harmonisasi regulasi, penguatan fungsi sosial tanah, perluasan
pertanggungjawaban sosial, serta internalisasi etika profesi berbasis keadilan sosial.

Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi regulasi Notaris/PPAT melalui
penguatan dasar hukum PPAT pada tingkat undang-undang serta penyusunan standar prosedur pembuatan akta pertanahan
yang komprehensif dan mengikat. Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Hukum perlu membangun sistem pengawasan
terpadu yang independen, proaktif, serta berbasis integrasi data pertanahan guna mencegah lahirnya akta cacat hukum.
Organisasi profesi Notaris dan PPAT perlu memperkuat kode etik dengan memasukkan prinsip fungsi sosial tanah serta
kewajiban perlindungan pihak rentan sebagai parameter profesionalitas jabatan. Sistem pertanggungjawaban Notaris/PPAT
juga perlu dikembangkan agar tidak berhenti pada sanksi administratif, tetapi memuat mekanisme pemulihan korban
melalui pendekatan restorative justice. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian empiris dan komparatif
mengenai efektivitas pengawasan, pola pelanggaran jabatan, serta desain regulasi terpadu yang paling ideal untuk
memperkuat kepastian hukum pertanahan yang berkeadilan.
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